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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,
bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan
diantaranya menjaga ketertiban umum dan ketentraman
serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar
dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib,
dan teratur;
bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan
tugas Satuan Polisi Pamong Praja agar berdaya dan
berhasil guna, perlu adanya Standar Operasional
Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
prosedur tetap pelaksanaan tugas dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Manado tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Manado;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Raya;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi
Daerah Dan Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia,

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;;

16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002
tentang Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban di Kota
Manado;

17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012
tentang Bangunan Gedung;

18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.

Walikota adalah Walikota Manado.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol
PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan
Walikota.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat
pemerintah daerah dalam penegakan peraturan di daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.






